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KATA PENGANTAR 
 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, "Hukum Pidana 

Anak," dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan panduan 

komprehensif yang membahas aspek hukum pidana yang terkait 

dengan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan. 

Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam 

mengenai perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan prinsip 

keadilan restoratif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, termasuk Konvensi Hak Anak dan sistem peradilan pidana 

anak di Indonesia. 

Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar 

hukum pidana anak, termasuk definisi anak dalam konteks hukum dan 

prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan perlindungan hak-hak 

anak. Selanjutnya, buku ini menjelaskan proses hukum pidana anak, 

mulai dari tahap penyelidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan 

hukuman, dengan menyoroti mekanisme pengadilan anak yang 

berbeda dari pengadilan umum. 

Topik utama lainnya meliputi upaya pencegahan kejahatan yang 

melibatkan anak, peran lembaga-lembaga perlindungan anak, serta 

implementasi keadilan restoratif melalui diversi sebagai alternatif 

dari hukuman pidana. Buku ini juga menyoroti tantangan dalam 

penegakan hukum pidana anak, termasuk peran keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah dalam rehabilitasi serta reintegrasi anak 

ke dalam masyarakat. 

Melalui pendekatan multidisiplin, buku ini tidak hanya relevan 

bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum, tetapi juga 

bagi para pembuat kebijakan, organisasi masyarakat, dan siapa saja 

yang peduli terhadap perlindungan hak-hak anak di Indonesia. 

Dengan bahasa yang mudah dipahami, Hukum Pidana Anak 

memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya sistem 

hukum yang manusiawi dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi 

anak. 
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Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga Allah SWT 

senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. 

Aamiin. 
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Hukum Pidana 

Dalam sistem hukum nasional suatu negara, hukum pidana 

merupakan komponen yang menetapkan standar dan peraturan 

untuk: 

Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana memberikan dasar 

dan aturan untuk : 

1. Menentukan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, perbuatan 

mana yang dilarang, dan apakah bagi yang melanggar larangan 

tersebut akan dikenakan ancaman atau sanksi berupa tuntutan 

pidana tertentu.  

2. Menetapkan waktu dan kondisi di mana seseorang yang melanggar 

larangan ini dapat dikenakan ancaman atau sanksi. 

3. Menentukan metode yang dapat digunakan untuk 

menghukum pelanggaran jika seseorang diduga melanggar 

larangan tersebut (Moeljatno, 2000). 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana 

adalah peraturan yang menentukan perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan atau mana yang melanggar larangan yang telah ditetapkan 

undang-undang. Jika seseorang melakukan perilaku tersebut, maka 

seseorang tersebut tetap akan dikenakan sanksi atau hukuman 

pidana. 

 

Anak   
Anak-anak adalah pewaris negara, pewaris sumber daya manusia 

yang diperlukan untuk pembangunan negara, dan cikal bakal generasi 

berikutnya. Anak-anak adalah kelompok masyarakat yang paling 

rentan terhadap pengaruh negatif. Anak-anak juga merupakan bagian 

dari generasi penerus bangsa, yang sangat penting bagi kelangsungan 

hidup masyarakat dan bangsa itu sendiri (Chairul Bariah, 2021). 

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dalam hal 

agama, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial (Indriati, 2014: 

409). Hal ini cukup logis karena anak-anak adalah bagian penting dari 

banyak aspek kehidupan yang harus dilindungi (Rasyid & Asmara, 

2015: 2). Kehidupan anak sama dengan orang dewasa. Salah satu cara 

untuk melindungi anak adalah dengan memberikan jaminan hukum 
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mereka harus komprehensif. Setiap tugas memerlukan perhatian 

yang cukup tergantung pada posisi Anda. Jika hal ini tidak terjadi, 

orang tua akan memberikan dampak buruk pada perkembangan 

anak mereka. Artinya, mereka tidak memerlukan dukungan fisik 

dan psikis, termasuk stabilitas keluarga, pendidikan, dan 

kehidupan beragama. Jika perhatian orang tua tidak seimbang 

terhadap tanggung jawab mereka sebagai pendidik dan sebagai 

ayah atau ibu terhadap anak mereka, kebutuhan anak tidak akan 

terpenuhi dan anak akan mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan 

harapan orang tua. Kendalikan adegan yang memaksa Anda untuk 

berpikir. 

2. Kurang Ketaladan dari Orang Tua 

Sangat penting bagi anak untuk melihat bagaimana ayah atau ibu 

berperilaku terhadap adik, kakak, dan orang lain. Kelakuan buruk 

ayah atau ibu menyebabkan banyak anak memiliki semangat kerja 

yang rendah. Orang tua dapat memengaruhi perkembangan moral 

anak secara tidak langsung jika mereka tidak menunjukkan contoh 

yang baik. Orang tua adalah orang yang paling dekat dengan anak 

dan berada di sekitarnya setiap hari. 

3. Kurang Pendidikan Agama Dalam Keluarga 

Orang tua biasanya percaya bahwa anak-anak hanya belajar di 

sekolah dan tidak perlu belajar di rumah. Namun, mereka mulai 

menyadari bahwa anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di 

rumah daripada di sekolah, yang hanya beberapa jam. Selain itu, 

akan lebih berbahaya jika orang tua percaya bahwa pendidikan 

agama tidak penting meskipun pendidikan umum sangat penting. 

Anak-anak akan bingung jika keluarga mengikuti prinsip-prinsip di 

atas. Keyakinan dan tindakan orang tua akan dipengaruhi oleh 

tuntunan agama yang mereka ikuti setiap hari dan keyakinan 

mereka kepada Tuhan. Hal ini juga mempengaruhi cara orang tua 

menjaga, mengajar, dan mendidik anaknya. Anak-anak dapat 

menjadi landasan yang kuat bagi seluruh kehidupannya, termasuk 

pertumbuhan moralnya di masa depan (Singgih D. Gunarsa, 1986). 
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mencakup jaminan hukum yang tepat baik sebelum maupun setelah 

kelahiran. Di sisi lain dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP secara tegas 

menyatakan bahwa individu yang berusia di bawah 16 tahun tidak 

dapat dipidana, kecuali melanggar ketentuan yang tercantum dalam 

Pasal 45 KUHP. 

Menurut hukum Indonesia, individu yang berusia di bawah 18 

tahun digolongkan sebagai anak. Penentuan usia anak ini menjadi 

dasar bagi pengaturan hukum mengenai perlindungan anak dan 

penerapan hukum pidana yang berbeda dari orang dewasa. Dalam 

konteks perkembangan hukum pidana anak di Indonesia, anak tidak 

dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas perbuatan pidananya, 

mengingat tingkat kematangan mental dan emosional yang belum 

sepenuhnya berkembang. Hal ini mendasari pengaturan perlakuan 

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang harus dilihat dari 

perspektif rehabilitasi dan pendidikan, bukan semata-mata hukuman 

semata (Rika Saraswati, 2022). 

 

Pasal 45, 46 dan 47 KUHP  

Ketentuan hukum pidana anak diawali dari berlakunya Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tahun 1946 (KUHP).  Sejak Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 

ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 

dan 47 KUHP yang merupakan sebuah konkordansi  dari Wetboek van 

Strafrecht voor Nederlandsch Indie Belanda pada tanggal 15 Oktober 

1915 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. 

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa: 

“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa 

karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas 

tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang 

bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau 

memeliharanya, tanpa pidana apapun. Atau memerintahkan 

supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana 

apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu 

pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 

514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua 

tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau 
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yaitu diupayakan proses penanganan perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum di luar jalur pengadilan (non-litigasi), yakni melalui 

diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, 

penyelesaian jalur kedua adalah melalui jalur formal (litigasi), yaitu 

melalui pemeriksaan di pengadilan.  

Secara keseluruhan, pemeriksaan perkara anak yang berhadapan 

dengan hukum di pengadilan adalah sebagai berikut: 

1. Penyelesaian melalui jalur diversi (non-litigasi), bahwa 

berdasarkan Pasal 52 Ayat (2): “Hakim wajib mengupayakan 

diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri sebagai Hakim.” Pasal 52 Ayat (2) ini jelas bahwa 

hakim harus terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian perkara 

terdakwa anak melalui jalur diversi. Adapun UU SPPA mengatur 

penyelesaian lewat jalur diversi ini dengan mengutamakan 

pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5 UU SPPA). Pengertian 

keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah: 

“Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, 

korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk 

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan 

pembalasan.” 

2. Penyelesaian Jalur Pengadilan (litigasi) 

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan lanjut ke tahap 

persidangan apabila dalam penyelesaian secara diversi tidak 

berhasil dilaksanakan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA). Adapun 

ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan 

hukum dalam UU SPPA diatur secara khusus dalam BAB III Bagian 

Keenam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 (Sada, 2022). 
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Konsep Dasar Perlindungan Anak  
Indonesia merupakan salah satu negara yang mencantumkan anak 

dalam konstitusinya. Hal ini menjadi sebuah sejarah baru dalam 

memperjuangkan perlindungan bagi anak. Secara definitif, 

perlindungan anak adalah segala bentuk usaha yang dilakukan untuk 

menciptakan kondisi atau keadaan dimana anak dapat memperoleh 

haknya dan melaksanakan kewajibannya demi pertumbuhan dan 

perkembangannya secara wajar dari segi fisik, mental maupun 

sosial(Fitriani, 2016). Selain itu, perlindungan anak juga dapat 

dikatakan sebagai suatu upaya utama untuk mencegah, memulihkan 

dan memperdaya anak yang mengalami ketidakadilan dalam 

hidupnya seperti kekerasan atau eksploitasi. Hal ini dimaksudkan 

untuk menjamin kelangsungan hidup anak dari segala aspek(Gultom, 

2014). 

Isu perlindungan anak saat ini tengah ramai menjadi 

perbincangan hingga masyarakat internasional. Merespons hal 

tersebut, Barda Nawawi mengemukakan beberapa hal yang menjadi 

isu perlindungan anak diantaranya (Arif, 1997): 

1. Perlindungan terhadap hak asasi anak dan kebebasan anak 

khususnya dalam proses peradilan; 

2. Perlindungan terhadap kesejahteraan anak baik di lingkungan 

keluarga, pendidikan dan sosialnya; 

3. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi seperti 

perbudakan, prostitusi, perdagangan/penyalahgunaan obat-

obatan, mempekerjakan anak untuk melakukan kejahatan dan lain 

sebagainya; 

4. Perlindungan anak dari masalah penahanan dan perampasan 

kemerdekaannya; 

5. Perlindungan anak jalanan; 

6. Perlindungan terhadap anak dalam situasi perang atau konflik 

yang menggunakan senjata; 

7. Perlindungan anak dari tindakan kekerasan. 

 

Berdasarkan hal tersebut, hadirnya perlindungan anak pada 

dasarnya ditujukan untuk melindungi “hak anak”. Definisi dari “hak” 

adalah unsur normatif sebagai pedoman untuk berperilaku 

melindungi suatu kebebasan serta memberikan jaminan bagi manusia 



Konsep Dasar Perlindungan Anak Dalam  
Hukum Nasional dan Internasional 

 

36 Celine Endang Patricia Sitanggang 

a. Asas “non-diskriminasi”. Maksudnya ialah segala bentuk 

perlindungan bagi anak tidak dibedakan, tidak dibatasi dan 

tidak melakukan pengucilan terhadap anak dengan alasan 

agama, suku, status sosial dan ekonomi, budaya, rasa atau jenis 

kelamin baik itu secara langsung maupun tidak langsung. 

b. Asas “kepentingan terbaik bagi anak”. Artinya perlindungan 

anak itu ditekankan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam 

hal ini segala tindakan yang dilakukan pemerintah, masyarakat, 

ataupun badan legislatif atau yudikatif yang menjadi 

pertimbangan utama adalah kepentingan terbaik bagi anak. 

c. Asas “hukum untuk hidup, kelangsungan hidup dan 

perkembangan”. Yakni asas yang mengarahkan bahwa setiap 

anak memiliki hak untuk hidup dalam situasi yang aman dan 

tentram serta bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Selain itu, 

anak juga berhak atas pemenuhan hak dasarnya untuk tumbuh 

dan berkembang dengan layak untuk mencapai standar hidup 

bagi perkembangan fisik dan psikisnya. Asas ini harus di 

perhatikan dengan hati-hati oleh orangtua, masyarakat dan 

pemerintah berdasarkan perintah UU Perlindungan Anak. 

d. Asas “penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak”. 

Asas ini memberikan hak kepada anak untuk mengungkapkan 

atau menyampaikan pendapatnya dalam segala aspek yang 

mempengaruhi kehidupannya, diantaranya: 

1) hak berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas 

pendapatnya; 

2) hak mendapatkan informasi dan dapat mengekspresikannya; 

3) hak menjalin hubungan untuk bergabung; dan 

4) hak terlindungi dari informasi yang tidak baik. 

 

Beberapa peraturan nasional yang dibuat untuk melindungi 

anak selain UU Perlindungan Anak, diantaranya : 

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak; 

b. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha 

Kesejahteraan Anak bagi anak yang memiliki masalah; 
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c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum 

Berumur 12 Tahun; 

e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan 

Kabupaten/Kota Layak Anak; 

f. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi 

Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak; 

g. dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

 

 

 

**************** 
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Sistem Peradilan Pidana 

Lawrence M. Friedman menyatakan sistem hukum adalah satu 

kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, 

substansi hukum, dan kultur hukum, pada pembahasan bab ini unsur 

sistem hukum yang dibahas adalah unsur struktur hukum atau legal 

structure yang berkaitan dengan peran dan tugas Lembaga-lembaga 

atau institusi-institusi pelaksana penegak hukum atau disebut sebagai 

aparat penegak hukum yang terwujud dalam Sistem Peradilan Pidana 

(SIPP). 

Amerika Serikat pada Sistem Peradilan Pidana yang dianutnya 

menurut Herbert L. Packer terdapat dua model dalam proses 

pemeriksaan perkara pidana yaitu Due Process Model dan Crime 

Control mode, crime control model lebih memperhatikan kebutuhan 

untuk menyelesaikan kasus dengan cara mengontrol kejahatan tanpa 

memandang hak asasi sedangkan due process model, lebih 

memperhatikan hak asasi manusia. 

Indonesia menganut sistem due process model yang 

memperhatikan hak asasi tersangka dan terdakwa, Sistem Peradilan 

Pidana secara umum menurut penulis adalah suatu sistem penegakan 

hukum yang bertujuan untuk mengendalikan sekaligus 

menanggulangi kejahatan, yang sistem tersebut terdiri dari aparat 

penegak hukum seperti penyelidik (Polisi), penyidik (Polisi, Jaksa, 

KPK dan PPNS), penuntut umum (Jaksa & KPK), hakim serta 

pembinaan narapidana (lembaga pemasyarakatan) yang berdasarkan 

pandangan Muladi (Muladi., 1995) sistem tersebut harus secara 

terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan sebagai abstract system 

untuk menghasilkan gagasan-gagasan serta susunan yang teratur 

antara satu sama yang lain dan saling ketergantungan. 

Sistem Peradilan Pidana selain memiliki fungsi untuk 

menanggulangi kejahatan juga memiliki fungsi untuk mencari 

kebenaran dalam suatu peristiwa kejahatan, tujuan untuk mencari 

kebenaran sejati dalam suatu peristiwa kejahatan adalah dengan 

menggunakan penerapan hukum yaitu penerapan hukum acara 

pidana(Hamzah & SURACHMAN, 2015), Indonesia menggunakan 

hukum acara pidana yang secara umum diatur pada KUHAP atau UU 

No. 8 Tahun 1981. 
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ketika akan mempertimbangkan suatu putusan yang ditetapkan 

terhadap perkara pidana anak tentu harus memperhatikan ketentuan 

bahwa pidana penjara harus menjadi alternatif terakhir, karena 

perkara anak lebih mengutamakan penyelesaian melalui diversi selain 

itu pidana penjara dapat memberikan dampak yang buruk kepada 

anak seperti stigmatisasi dan dehumanisasi (Wijaya, Rochaeti, & 

Purwanti, 2016). 
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Pengertian  Kenakalan Remaja   

Konsep “Kenakalan Remaja" mengacu pada kegiatan kriminal yang 

dilakukan oleh pelaku non pelanggaran berat, atau mereka yang 

berusia di bawah 18 tahun (Salunkhe & Bagul, 2024).  Penyebab 

kenakalan remaja dapat sangat beragam, termasuk masalah keluarga, 

pengaruh kelompok sebaya, kurangnya perhatian dari lingkungan 

sekitar, dan perjuangan remaja untuk mengelola emosi dan perilaku 

mereka. Jenis kenakalan ini mencakup kegiatan ilegal seperti 

perkelahian, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. Istilah 

"kenakalan remaja" mengacu pada anak atau remaja yang terlibat 

dalam perilaku kriminal, menunjukkan perilaku anti sosial, atau 

berperilaku dengan cara yang berada di luar kendali orang tua 

mereka, sehingga mereka dapat dituntut di pengadilan anak. 

Kejahatan remaja dapat menghambat perkembangan masyarakat 

secara keseluruhan. 

Kenakalan remaja adalah perilaku yang dianggap melanggar 

norma sosial, moral, atau hukum dalam suatu masyarakat dan sering 

terjadi pada masa transisi menuju kedewasaan. Remaja pada 

umumnya terlibat dalam kenakalan karena pencarian identitas, 

tekanan dari teman sebaya, atau kurangnya bimbingan dari keluarga. 

Kenakalan ini juga sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, 

seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau ketidakstabilan 

dalam keluarga. 

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan tindak 

pidana serius yang dilakukan oleh remaja. Hal ini mencakup tindakan 

yang lebih keras, seperti pembunuhan, yang sering kali terkait dengan 

narkoba, geng, atau keduanya. Akibatnya, ada gerakan di sejumlah 

negara untuk lebih mengurangi usia di mana remaja dapat diadili 

sebagai orang dewasa. Beberapa orang percaya bahwa semua remaja 

harus diadili sebagai orang dewasa jika mereka melakukan tindak 

pidana kekerasan tertentu. Tindak Pidana Remaja, dalam hukum, 

adalah istilah yang menunjukkan berbagai pelanggaran yang 

dilakukan oleh anak-anak atau remaja di bawah usia 18 tahun. 

Tindakan tersebut terkadang disebut sebagai kenakalan remaja. 

Pelanggaran anak-anak biasanya mencakup tindakan nakal, yang akan 

dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh orang dewasa, dan 
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menyimpang yang berulang dapat memperkuat sikap antisosial 

pada remaja, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka 

terlibat dalam tindakan kriminal. Lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya kenakalan, dikombinasikan dengan pengawasan yang 

tidak memadai dari keluarga dan masyarakat, memainkan peran 

penting dalam membentuk perilaku ini. Secara hukum, anak di 

bawah umur yang berulang kali melakukan pelanggaran ringan 

tanpa intervensi dapat kehilangan pemahaman akan 

konsekuensinya, yang dapat menyebabkan dilakukannya 

kejahatan yang lebih serius.  

Teori Asosiasi Diferensial Edwin Sutherland menunjukkan 

bahwa kenakalan remaja dapat berkembang menjadi kejahatan 

karena remaja mempelajari perilaku menyimpang melalui 

interaksi sosial, khususnya dalam kelompok sebaya yang 

menganut nilai-nilai yang bertentangan dengan norma hukum. 

Lebih jauh, teori Strain Robert Merton menyatakan bahwa tekanan 

sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan atau ketidakadilan, dapat 

mendorong remaja untuk menempuh jalan pintas, termasuk 

terlibat dalam tindakan ilegal. Oleh karena itu, intervensi dini 

melalui pendidikan moral, bimbingan, dan penegakan hukum yang 

kuat sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja 

berkembang menjadi perilaku kriminal yang lebih serius (Wickert, 

2023). 

 

2. Patologi Sosial yang Berubah menjadi Tindak Pidana 

Patologi sosial mencakup perilaku yang menyimpang dari norma 

dan hukum sosial yang berlaku, yang berfungsi sebagai indikator 

masalah sosial yang lebih dalam. Di kalangan remaja, patologi ini 

sering kali muncul sebagai kenakalan, perilaku antisosial, dan 

penyalahgunaan zat, yang dapat menyebabkan tindakan kriminal 

yang lebih serius. Berbagai faktor berkontribusi terhadap 

perkembangan patologi sosial, termasuk tekanan ekonomi, 

pengaruh lingkungan, kontrol sosial yang tidak memadai, dan 

kurangnya pendidikan moral. Awalnya, perilaku seperti 

perkelahian, vandalisme, atau pencurian kecil-kecilan mungkin 

hanya dipandang sebagai kenakalan. Namun, seiring tindakan ini 



Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) 

 

65 Suci Utami 

menjadi lebih sering dan intens, tindakan tersebut dapat 

meningkat menjadi kejahatan serius seperti perampokan, 

perdagangan narkoba, dan tindak kekerasan.  

Teori Asosiasi Diferensial Edwin Sutherland menegaskan 

bahwa perilaku menyimpang dipelajari dalam konteks sosial yang 

mentoleransi tindakan tersebut. Remaja yang tinggal di komunitas 

yang mendukung atau memaafkan patologi sosial lebih cenderung 

mengadopsi nilai-nilai yang menyimpang. Selain itu, teori Strain 

Robert Merton menunjukkan bahwa remaja yang merasa sulit 

mencapai tujuan hidup mereka melalui cara yang sah dapat 

terjerumus ke jalur kriminal (Moon, Blurton, & McCluskey, 2008). 

Contoh yang relevan dapat dilihat dari perkelahian yang 

sering terjadi di antara para pelajar. Apa yang mungkin dimulai 

sebagai demonstrasi solidaritas kelompok atau luapan emosi dapat 

meningkat, dipicu oleh meningkatnya persaingan antar kelompok. 

Eskalasi ini dapat menyebabkan penggunaan senjata tajam dan 

mengakibatkan kematian, yang pada akhirnya mengkategorikan 

insiden tersebut sebagai kejahatan serius. Untuk mencegah 

perkembangan patologi sosial menjadi tindakan kriminal, sangat 

penting untuk mengatasi masalah ini secara proaktif melalui 

inisiatif pendidikan, pengawasan keluarga, dan program intervensi 

berbasis masyarakat. 
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Anak sebagai Subjek Hukum Pidana 

Salah satu elemen utama dari negara hukum adalah kesetaraan di 

depan hukum. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: Semua warga negara 

memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan 

mendukung hukum dan pemerintahan ini tanpa kecuali. Ketika diberi 

status yang sama di depan hukum dan pemerintah, setiap warga 

negara yang melanggar hukum yang berlaku akan dihukum atas 

tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak 

melihat siapa pejabat, warga sipil dan militer. Jika dia melanggar 

hukum, dia akan dihukum karena perbuatannya. Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai norma hukum 

tertinggi telah menyebutkan bahwa “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Meskipun pada 

prinsipnya kedudukan anak dan orang dewasa sebagai manusia 

adalah sama di mata hukum, namun hukum juga meletakkan anak 

pada posisi yang istimewa (khusus), Artinya, setiap anak memiliki 

perlindungan hukum serta memiliki ketentuan hukum yang berbeda 

dengan ketentuan hukum yang diberlakukan kepada orang dewasa, 

setidaknya terdapat jaminan-jaminan khusus bagi anak ketika 

berhadapan dengan hukum. 

Anak dipandang memiliki kedudukan khusus di mata hukum. Hal 

ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan 

segala keterbatasan biologis dan psikisnya belum mampu 

memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Selain itu, 

juga disebabkan karena masa depan bangsa tergantung dari masa 

depan dari anak-anak sebagai generasi penerus. Perlindungan hukum 

bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan terhadap 

berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak 

ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan 

kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak-anak yang 

berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab 

bersama orangtua, serta aparat penegak hukum. Tidak hanya anak 

sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan 

saksi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang menempatkan 
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kepentingan terbaik bagi anak dengan segala keringanan aturan anak 

pelaku tindak pidana yang diatur di dalamnya. 

Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak yang 

semakin meningkat, adanya pendekatan Keadilan Restoratif dan 

upaya diversi semakin memperkuat pernyataan bahwa UU SPPA 

mengutamakan deprivation of liberty is the last measure dan 

kepentingan terbaik anak.Atas hal tersebut menyebabkan 

kemungkinan pemidanaan pada anak semakin mengecil. Hal ini juga 

sesuai dengan Rule 19 The Beijing Rules yang berbunyi “least possible 

use of institutionalization” (kemungkinan terkecil untuk 

pelembagaan/pemenjaraan). Berdasarkan ketentuan batas usia 

pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA tersebut, terlihat 

bahwa pemerintah telah berusaha untuk menciptakan aturan yang 

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan batas usia 

pertanggungjawaban pidana anak dalam ketentuan UU SPPA sebagai 

hukum yang mengatur tentang pidana anak tentunya diharapkan 

membawa prinsip kepentingan terbaik bagi anak. 

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana yang semula 

diatur dalam UU Pengadilan Anak 8 tahun hingga belum berumur 18 

tahun, bergeser menjadi telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi 

belum berumur 18 dalam UU SPPA. Tidak ada lagi batas “belum 

kawin” sehingga tidak bersifat diskriminatif. Sesuai hak yang 

dilindungi dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang menyebutkan bahwa 

anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk 

diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi 

lainnya. Sifat tidak diskriminatif pada Pasal 1 ayat (3) UU SPPA juga 

sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak yang 

menyatakan bahwa negara-negara peserta (state parties) akan 

menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi 

ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa 

diskriminasi dalam bentuk apa pun.  

 

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kebijakan 

Pembaruan Hukum Pidana 

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses 

penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap 

penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani 
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proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non 

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap 

anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, 

perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir 

dan penghindaran balasan, hal ini sebagaimana dirumuskan Pasal 1 

angka 1 dan Pasal 2 UU SPPA. 

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah 

anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan 

anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik 

dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi 

belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak 

yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan 

belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau 

kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang 

menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas 

tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses 

hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan 

tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami. 

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 

18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui 

batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap 

diajukan ke sidang anak (Pasal 20 UU SPPA). Selanjutnya dalam hal 

anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan 

tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, 

mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali 

atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan 

pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial 

(Pasal 21 UU SPPA  jo. Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 

Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang 

Belum Berumur 12 Tahun).  

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik hukum dapat 

dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana 

atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Bahwa 

terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun 

hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi 
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pidana yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif. Pasal 

42 huruf a, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 'dipaksa oleh 

kekuatan yang tidak dapat ditahan" atau paksaan mutlak adalah 

keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, 

kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada 

diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih 

ketika melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya Pasal 42 huruf b 

menjelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "dipaksa oleh adanya 

ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari" atau 

paksaan relatif adalah:  

1. Ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat 

tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; 

dan  

2. Apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih 

daripada kepentingan yang diselamatkan. Tekanan kejiwaan dari 

luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami 

tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari 

luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada 

pertimbangan pikirannya sendiri.  

Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada anak yang 

melakukan tindak pidana. 

Selain itu, anak yang berusia di antara 12-14 tahun yang 

melakukan tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana. 

Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan, 

seperti: 

1) Pengembalian kepada orang tua; 

2) Penyerahan kepada seseorang; 

3) Perawatan di rumah sakit jiwa; 

4) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 

(LPKS); 

5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 

6) Pencabutan Surat Izin Mengemudi; 

7) Perbaikan akibat tindak pidananya. 
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Definisi dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak 
Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berfokus pada kasus pidana 

anak. Untuk memahaminya, harus dipahami Sistem Peradilan Pidana 

terlebih dahulu. "Sistem operasi untuk mengurangi kejahatan dengan 

menerapkan metode sistem dasar" adalah definisi dari Sistem 

Peradilan Pidana. Namun, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem 

peradilan yang berbasis pada hukum pidana, baik hukum pidana 

materiil maupun hukum pidana formil, serta peraturan pelaksana 

(Jamil, 2013). 

SPPA pada dasarnya adalah terjemahan dari The Juvenile Justice 

System, yang didefinisikan sebagai "suatu terminologi yang digunakan 

untuk mendefinisikan sejumlah lembaga dalam sistem peradilan 

pidana, yang mencakup kepolisian, kejaksaan/penuntut umum, 

penasihat hukum/advokat, lembaga pengawasan, tempat penahanan 

anak, dan pusat pembinaan anak” (Wahyudi, 2011). 

Namun, pemahaman tentang SPPA, seperti yang diungkapkan 

oleh Setyo Wahyudi, adalah “penegakan hukum dalam peradilan 

pidana anak, terdiri atas subsistem penyidikan oleh kepolisian, 

penuntutan oleh kejaksaan, pembuktian oleh hakim, dan subsistem 

pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga pemasyarakatan. 

Sistem ini didasarkan pada hukum pidana materiil dan hukum pidana 

formil anak serta hukum yang mengatur penggunaan sanksi pidana” 

(Wahyudi, 2011). 

Secara yuridis, seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan 

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa seluruh prosedur 

untuk menyelesaikan kasus anak yang bertentangan dengan hukum 

dikenal sebagai SPPA, yang dimulai dari tahapan penyelidikan hingga 

tahapan pembinaan selama menjalani hukuman. 

SPPA di Indonesia bertujuan untuk menangani kasus di mana 

anak berada dalam situasi yang bertentangan dengan hukum, serta 

melindungi saksi atau korban tindak pidana anak. Beberapa elemen 

penting termasuk dalam ruang lingkup ini, seperti: 

1. Adapun yang dimaksud dengan Anak dalam SPPA adalah: 

a. Anak yang berkonflik dengan hukum: Anak yang diduga 

melakukan tindak pidana berusia antara 12 dan 18 tahun, yang 

diduga melakukan tindak pidana. 
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b. Anak yang menjadi korban: Anak yang mengalami penderitaan 

fisik, psikologis, atau perekonomian sebagai dampak dari tindak 

pidana berusia di bawah umur 18 tahun. 

c. Anak yang menjadi saksi: Anak yang mampu memberikan 

penjelasan tentang tindak pidana yang telah dialaminya, berusia 

di bawah 18 tahun. 

2. Mencakup seluruh prosedur untuk menyelesaikan perkara, 

dimulai dari penyelidikan dan penyidikan (proses awal untuk 

mendapatkan informasi dan bukti tentang tindak pidana); 

penuntutan (proses yang dilakukan oleh jaksa untuk mengajukan 

perkara ke pengadilan); hingga persidangan (perkara yang 

diperiksa di pengadilan oleh hakim, di mana anak diawasi oleh 

orang tua atau wali). 

3. Prinsip dasar peradilan pidana anak, diantaranya: Perlindungan 

dan keadilan untuk anak; penanganan masalah tanpa diskriminasi; 

kepentingan anak harus diutamakan; penghargaan untuk pendapat 

anak; pembimbingan dan pembinaan sebagai metode utama. 

4. Diversi: Diversi memungkinkan perkara untuk diselesaikan di luar 

pengadilan, terutama dalam tindak pidana ringan. Tujuannya 

adalah untuk melindungi anak dari stigma negatif dan memberikan 

kesempatan untuk rehabilitasi. 

5. Penjatuhan pidana: Dibandingkan dengan orang dewasa, anak yang 

melanggar hukum biasanya menerima sanksi yang lebih ringan. 

Penahanan dilakukan di fasilitas khusus anak, dan hukuman harus 

mempertimbangkan masa depan anak dan pertumbuhannya. 

6. Hak anak dalam proses hukum: Anak memiliki hak-hak khusus 

selama proses hukum, termasuk hak untuk menerima bantuan 

hukum, hak untuk melindungi privasi, serta hak untuk tetap dekat 

dengan keluarga selama proses hukum. 

Oleh karena itu, cakupan SPPA tidak hanya terbatas pada aspek 

hukum, tetapi juga mencakup pelindungan, rehabilitasi, dan 

pemulihan untuk anak yang sedang dalam proses hukum. 

 

Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak 
Apabila dibandingkan antara Sistem Peradilan Pidana orang dewasa, 

maka dalam SPPA terdapat perbedaan terutama untuk tujuannya. 

Perlindungan dan rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum 
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1. Polisi 

Polisi bertindak sebagai penyidik dalam kasus anak. Mereka 

bertanggung jawab atas penyelidikan awal, mengumpulkan bukti, 

dan memastikan bahwa proses hukum berfokus pada kepentingan 

anak. Polisi juga terlibat dalam proses Diversi, yaitu upaya untuk 

menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal/tahap 

penuntutan (Satriani, 2017). 

2. Kejaksaan 

Dalam proses penuntutan perkara anak, jaksa penuntut umum 

memainkan peran penting. Mereka ditugaskan untuk mengolah 

berkas perkara dari polisi dan untuk mencapai konsensus antara 

semua pihak yang berkepentingan melalui musyawarah Diversi, 

termasuk pelaku dan korban. Untuk menangani kasus anak, jaksa 

harus memiliki surat keterangan khusus. 

3. Pengadilan 

Hakim anak bertanggung jawab untuk membantu proses peradilan 

anak. Hakim bertanggung jawab untuk memeriksa kasus, membuat 

keputusan tentang hasil musyawarah diversi, dan memastikan 

bahwa semua proses hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Pengadilan anak tidak terbuka untuk umum, kecuali 

saat pembacaan putusan. 

4. Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas) 

Bapas membantu anak selama persidangan. Mereka memberikan 

bimbingan dan melakukan penelitian sosial serta pengawasan 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Bapas juga 

berpartisipasi dalam Diversi dan membantu dalam laporan 

perkembangan anak. 

5. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

Jika anak dijatuhi pidana, LPKA adalah tempat anak dihukum. LPKA 

Membantu anak kembali ke masyarakat setelah menjalani 

hukuman, LPKA menyediakan program rehabilitasi dan 

pembinaan. 

6. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) 

Anak yang sedang menunggu keputusan pengadilan atau proses 

hukum ditempatkan di LPAS. Tempat ini dirancang untuk berfokus 

pada rehabilitasi dan tidak sama dengan lembaga pemasyarakatan 

dewasa. 
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7. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum 

Anak berhak atas bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum 

atau advokat. lainnya jika mereka berhadapan dengan hukum. 

Selama proses hukum, mereka memastikan hak-hak anak 

terlindungi. 
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Pendahuluan 

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Alenia IV menjelaskan bahwa dibentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia salah satu tujuannya untuk melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 

Bermakna melindungi segenap bangsa Indonesia meliputi seluruh 

warga negara baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa.  

Diantaranya adalah perlindungan hak-hak hukum seseorang meliputi 

proses dan cara hukum melindungi hak, kepunyaan, wewenang atau 

kekuasaan seseorang salah satunya anak yang berhadapan dengan 

hukum (Irawan, Syahr, & Putra, 2019).   

Anak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon 

generasi penerus. Anak mempunyai potensi untuk berperan secara 

aktif menjaga kelestarian kehidupan bangsa yang luhur. (Sinaga & 

Lubis, 2010). Itu semua bisa tercapai jika sebagai warga negara 

kedudukannya sama dilindungi dan dihormati. Pengakuan dan 

perlindungan diperlukan bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. Perlindungan anak sangat dibutuhkan 

siapa, kapan, Dimana saja anak-anak berada (Laurensius Arliman S, 

2015). 

 

Hak-hak Anak  
1. Pengertian Hak dan Anak 

Hak mempunya arti milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan 

untuk berbuat sesuatu dan kekuasaan untuk menuntut sesuatu 

(Depdikbud, 2005). Sudarso memberikan pengertian lain hak 

adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah 

dibenarkan oleh undang-undang (Sudarsono, 2007). Sedangkan 

Bernard Winscheid mengatakan bahwa hak adalah suatu kehendak 

yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib 

hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan (Marjan 

Miharja, 2019). 

Adapun pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 

18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam 
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kandungan. Pengertian ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No 23 

Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun menurut Lilik, 

pengertian anak ialah orang yang belum dewasa dibawah umur 

atau anak yang dibawah pengawasan wali.  

Dalam peraturan mahkamah Agung pasal 2 nomor 4 2014 

dimana ketentuan yang disebut anak ialah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun 

pernah kawin tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun (Lilik 

Mulyadi, 2014). 

 

2. Macam-macam Bentuk Hak Anak  

a. Hak anak atas kelangsungan hidupnya yaitu hak untuk 

melestarikan dan mempertahankan hidup, memperoleh 

kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya. 

b. Hak anak mendapatkan perlindungan yaitu perlindungan 

berupa diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran oleh 

keluarganya. 

c. Hak anak mendapatkan tumbuh dan berkembang berupa segala 

bentuk pendidikan (formal dan non-formal) dan hidup layak 

perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak 

(Mahrus Munajat, 2022). 

d. Hak anak bisa ikut berpartisipasi berupa hak menyatakan 

pendapat, hak dapat memilih dalam pemilihan umum 

(Laurensius Arliman S, 2015). 

 

Bentuk-bentuk Hak Anak dalam Proses Peradilan 

Menurut Ali Subroto Suprapto, dalam sistem peradilan anak dalam 

perkara pidana harus menjamin kebutuhan dan hak-hak anak yang 

berhadapan dengan hukum, keputusan diambil demi kepentingan 

terbaik anak dalam upaya menghindari anak dari perampasan 

kemerdekaannya. Hal ini dilakukan agar tidak menurunkan minat, 

bakat, dan inovasi serta menghambat tumbuh kembang anak.  Oleh 

karena itu secara yuridis dalam rangka melindungi hak-hak anak, 

negara mengatur dalam Undang-Undang khusus tentang peradilan 
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d. Hakim yang menangani perkara pidana anak dalam 

memutuskan perkara upayakan putusan yang dapat 

mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup dan dendam 

pada anak, tujuan putusan atau hukuman bermotif 

perlindungan anak. 

e. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak, patut 

diperhatikan pidana yang tepat dan memperhatikan sifat 

kejahatan yang dilakukan, perkembangan jiwa anak, dan tempat 

menjalankan hukuman (Harrys Pratama Teguh, 2018). 

 

4. Perlindungan Hak-hak Anak dalam tata tertib persidangan 

Anak 

Dalam upaya melindungi hak-hak anak dalam proses peradilan 

anak ada tata tertib yang harus dipenuhi dalam sidang anak 

berlangsung dengan ini pemerintah mengeluarkan peraturan 

melalui SEMA No. 6 Tahun 1987 tentang Tata Tertib Sidang 

Anak. Peraturan ini merujuk pada Bab II Pasal 9 sampai 12 

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983. 

Tata tertib sebagai berikut: 

a. Pengadilan mengadakan satu register Sembiring untuk perkara 

tindak pidana anak dan menetapkan hari-hari sidang tertentu, 

Serta ruang tertentu untuk melindungi hak-hak anak. 

b. Ketua pengadilan negeri menunjuk hakim yang mempunyai 

perhatian lebih terhadap masalah anak.  

c. Sidang peradilan anak dipimpin oleh hakim tunggal. 

d. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup dan putusannya 

diucapkan dalam sidang terbuka. Hal ini dilakukan demi 

melindungi hak-hak anak tidak dipublikasikan di media. Tidak 

lain untuk menjaga anak dari trauma dan mempengaruhi 

perkembangan anak di kemudian hari. 

e. Hakim, jaksa dan penasehat hukum harus berbicara dan 

memperlakukan dengan lemah lembut agar anak mempunyai 

keberanian menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. 

Hal ini cermin dari asas kekeluargaan. Agar hakim dalam 

memvonis dan memilih hukuman yang cocok bagi anak. Tidak 

lain semua ini hanya untuk melindungi dan kepentingan anak 

kedepannya. 
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f. Orang tua atau wali harus hadir pada saat sidang anak. Untuk 

menjaga orang tua tidak melupakan dan meninggalkan 

tanggung jawabnya terhadap anaknya. 

g. Pembimbing pemasyarakatan dari departemen kehakiman 

(BISPA) harus hadir dan memberikan laporan sosialnya tentang 

anak (Harrys Pratama Teguh, 2018). 
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Peran Penyidik  

Adapun syarat untuk dapat menjadi penyidik terhadap perkara anak 

berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang SPPA yaitu 

sebagai berikut : 

1. Memiliki pengalaman sebagai penyidik 

2. Mempunyai minat, perhatian khusus, dedikasi dan mengerti 

permasalahan tentang anak; dan 

3. Pernah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyidik untuk 

penanganan kasus anak adalah dari penyidik kepolisian atau Penyidik 

PNS yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas baru dapat 

berperan sebagai penyidik dalam kasus anak. 

 

Penyidikan 
Penyidikan itu sendiri didahului oleh proses penyelidikan yang 

kewenangan penyelidikan juga berada pada penyidik. Merujuk 

kepada Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa 

yang dimaksud penyidik adalah pejabat Polri yang diberi kewenangan 

oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. 

Penyidikan dapat dipahami sebagai serentetan kegiatan 

penyidikan guna mencari dan menemukan dugaan perkara pidana 

serta menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan merujuk 

kepada ketentuan undang-undang. (Panduan bantuan hukum di 

Indonesia, Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah 

Hukum Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, 2007). Pada tahap ini 

dapat diidentifikasi peristiwa hukum yang terjadi apakah perbuatan 

tersebut tindak pidana atau bukan, bila suatu perbuatan  tersebut 

merupakan tindak pidana maka diteruskan ke tahap penyidikan. 

Penyidikan merupakan lanjutan dari penyelidikan saat mana 

hasil dari suatu penyelidikan adalah dapat diketahui benar - benar 

telah terjadi tindak kejahatan.  Mengacu kepada Pasal 1 Angka 2 Kitab 

Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adapun Penyidikan 

yang merupakan lanjutan dari penyelidikan dimana telah adanya 

kepastian bahwa suatu perbuatan atau peristiwa benar adanya tindak 

pidana, sehingga dilakukan penyidikan yang dapat dipahami sebagai  
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Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami penuntut umum 

juga berperan dalam upaya diversi, karena upaya diversi dengan 

konsep restoratif justice tersebut juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut 

Umum. Adapun perkara anak yang diperbolehkan untuk 

dilaksanakannya  diversi adalah yang ancaman pidananya kurang dari 

7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana yang dilakukan berulang kali 

pada jenis tindak kejahatan yang sama (Pasal 7 ayat (2)  Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak.). Dalam menjalankan perannya Jaksa Penuntut Umum dapat 

melakukan penahanan untuk kemudahan proses penuntutan(Anang 

Shophan Tornado, Praperadilan sarana Perlindungan Tersangka 

dalam Sistem Peradilan Pidana, Nusa Media, Jakarta, 2020). Adapun 

jangka waktu penahanan tersebut berbeda dengan orang dewasa, 

sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 9.2 : Jangka Waktu Penahanan Pada Tahap Penyidikan 

KUHAP UU SPPA Penahanan Pada Tahap Penuntutan 
20 Hari 5 Hari Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
30 Hari 5 Hari  Permohonan Perpanjangan oleh JPU 

kepada Ketua Pengadilan Negeri(PN). 
Penetapan Perpanjangan diterbitkan 
oleh Ketua PN. 

Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-

Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 

 

Tabel diatas dapat menjelaskan bahwa adanya perbedaan terkait 

jangka waktu penahanan yang dilakukan selama proses penuntutan, 

dimana untuk lamanya durasi waktu penahanan terhadap anak lebih 

singkat dibandingkan orang dewasa, ini artinya, perkara anak harus 

segera diselesaikan dengan mengedepankan proses penyelesaian 

diversi, dan angka tidak berlarut-larut dalam menjalani proses 

hukum. 
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Adapun alur lanjutan dari penyidikan yang dilakukan oleh Polri 

kemudian lanjut kepada tahap dua yaitu penuntutan dalam hal ini  

dilakukan oleh JPU (jaksa Penuntut Umum) yang  menerima berkas 

perkara anak tersebut juga diharuskan untuk meminta hasil 

pertimbangan BAPAS (Balai Pemasyarakatan), apakah kasus ini 

dilanjutkan ke tahap penuntutan dalam sidang pengadilan atau  hanya  

berhenti pada tingkat penuntutan dikarenakan berhasilnya diversi 

atau karena pertimbangan kondisi anak dan kebijakan terbaik untuk 

anak. Dihentikannya proses penuntutan tentunya dengan 

pertimbangan-pertimbangan yang melahirkan kebijakan yang terbaik 

bagi tumbuh kembangnya si anak dalam pembinaan  anak itu sendiri. 

(Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem 

Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Cetakan 

Pertama, Yogyakarta, 2011). Perkara anak nakal yang kasusnya tidak 

selesai melalui proses diversi yang diupayakan oleh penuntut umum 

maka berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. 

Peran Jaksa tidak berhenti sampai disitu saja, setelah sidang 

selesai, ketika hakim telah mengupayakan juga jalur penyelesaian 

perkera anak melalui diversi akan tetapi tidak berhasil juga, maka 

proses selanjutnya adalah persidangan perkara anak di pengadilan 

akan dilanjutkan sampai. Proses Peradilan Putusan yang inkracht, 

peran jaksa tetap muncul, namun sebagai yang melaksanakan putusan 

pengadilan (eksekutor) terhadap putusan pengadilan yang  inkracht 

(telah memperoleh kekuatan hukum yang  tetap). 
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Selayang Pandang Problematika Anak Dalam Hukum 

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek ditentukan 

dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang 

berada di dalam status hukum dan tidak tergolong tidak mampu atau 

di bawah umur. Di Indonesia fakta menunjukkan masih dijumpai 

anak-anak yang belum mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak 

mereka, seperti masih dijumpai anak sebagai korban perlakuan tindak 

kekerasan, penelantaran, hingga terjadi eksploitasi dan diskriminasi 

hingga perbuatan yang tidak manusiawi. 

Bentuk perlakuan tersebut akan menimbulkan dampak yang 

merugikan bagi perkembangan psikologis anak dibawah umur, hal 

tersebut akan tersimpan didalam alam bawah sadar mereka bahkan 

pada suatu kondisi berdampak pada perilaku mereka pada saat 

dewasa atau bahkan akan terus berlangsung sepanjang hidupnya. 

Perlakuan kekerasan dapat digolongkan dalam child abuse, suatu 

bentuk tindakan kejam pada anak di bawah umur (Dania, 2020). Bagi 

anak-anak, tindakan child abuse, entah itu penganiayaan ringan, 

pemukulan. kekerasan seksual, pemerkosaan atau pembunuhan 

sesungguhnya adalah mimpi buruk. Tindakan tersebut datang begitu 

saja tanpa adanya permisi dan tiba-tiba anak akan menjadi seseorang 

pesakitan yang sama sekali tidak berdaya dan tak kuasa untuk 

mengelak dari siksaan dan nista yang menderanya. Tetapi tindakan 

kekerasan yang dialami anak-anak dalam kehidupan nyata akan 

membekas sepanjang waktu dan akan menimbulkan luka traumatik 

yang benar-benar mendalam. Dalam hal ini anak pastinya mengalami 

tingkat kerugian yang besar baik materil maupun imateril. (Fahrozi, 

2020) 

Indonesia sudah memiliki undang-undang yang memberikan 

perlindungan terhadap korban khususnya pada anak uang telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. Namun keberadaan undang-undang ini belum memberikan 

perlindungan bagi anak, karena terbukti bahwa angka kasus 

kekerasan terhadap anak tetap mengalami peningkatan. Kemudian 

ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
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Paradigma Tujuan Pemidanaan di Indonesia 

Menurut I Ketut Mertha, bahwa pidana adalah penderitaan yang 

sengaja dikenakan oleh pihak yang berwenang pada seseorang yang 

telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana (Mubarok, 2020). 

Di sisi lain, hukuman itu sendiri biasanya disebut sebagai pemidanaan 

dan hal yang bisa dibenarkan karena bermanfaat bagi korban, pelaku, 

dan masyarakat luas. 

Secara umum, teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem 

hukum Eropa Kontinental, yaitu: 

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 

Teori absolut menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum 

karena melakukan kejahatan. Menurut teori ini, khususnya dalam 

konteks tindak pidana, hukuman pidana secara otomatis 

dijatuhkan kepada setiap orang yang terbukti melakukan 

kejahatan. Pemidanaan dipandang sebagai pembalasan atas 

kesalahan yang dilakukan berdasarkan tanggung jawab moral 

masing-masing atau berdasarkan pandangan melihat ke 

belakang, yang menyatakan bahwa pemidanaan adalah bentuk 

ganjaran negatif atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

seseorang (Hakim, 2020). 

Menurut Andi Hamzah, teori pembalasan mengatakan bahwa 

pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti 

memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang 

mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana 

secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah 

perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Setiap kejahatan 

harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar (Hamzah, 

1994). 

Teori absolut terbagi menjadi dua bagian, yaitu pembalasan 

subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah 

pembalasan atas kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah 

pembalasan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku. (Fardha, 

2023) Teori absolut memandang bahwa pemidanaan adalah 

bentuk pembalasan dendam atas kerugian yang telah dilakukan, 

maka pemidanaan difokuskan pada tindakan dan akibat dari 

terjadinya kejahatan yang sebenarnya. Teori ini mengedepankan 
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3. Permohonan remediasi harus proporsional dengan tiga hal: 

pertama, dengan kemampuan pelaku untuk melakukannya; kedua, 

dengan kerugian yang ditimbulkan, yang menunjukkan bahwa 

hasil dari proses pengobatan harus masuk akal, tergantung pada 

kemampuan pelaku untuk melakukannya; dan ketiga, dengan 

kerugian yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi. 

4. Tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan harkat dan martabat pihak 

yang mengajukan perubahan, dengan menekankan bahwa ganti 

rugi kepada korban dan hukuman terhadap pelaku harus 

proporsional dan seimbang. Jika permohonan korban melebihi 

batas kewajaran, tuntutan tersebut dapat ditolak (Warijan, 2021). 

 

Ketiga, prinsip yang terkait dengan masyarakat dan lingkungan. 

Diantaranya ialah sebagai berikut: 

1. Peningkatan keselamatan publik harus dicapai melalui upaya 

untuk mencegah kejahatan, mengurangi efek negatifnya, dan 

menciptakan keharmonisan sosial. Ini menekankan bahwa 

keselamatan publik harus menjadi prioritas utama dalam 

menangani kasus melalui keadilan restoratif. Solusi ini tidak dapat 

diterapkan jika menimbulkan konflik atau rasa tidak aman di 

masyarakat. 

2. Penghormatan terhadap keberagaman budaya harus ditanamkan 

untuk menumbuhkan solidaritas sosial, dengan menekankan 

betapa pentingnya penghormatan terhadap keberagaman budaya 

sebagai nilai penting bagi masyarakat. 

3. Moralitas masyarakat dan penghormatan terhadap hukum harus 

ditanamkan untuk menumbuhkan solidaritas sosial. pendapat 

umum tentang perilaku kriminal dan proses penyelesaian. 

Akibatnya, masyarakat dapat menetapkan tujuan untuk membantu 

menyelesaikan masalah melalui pendekatan restorative justice. 
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Pengertian Diversi  

Diversi berasal kata dalam bahasa Inggris yaitu “diversion”  yang 

berarti “pengalihan”. Konsep awal diversi ini semula adalah untuk 

menghindari dampak negatif pemeriksaan yang umumnya dilakukan 

dalam peradilan pidana terhadap anak, entah itu dampak negatif 

dalam proses pengadilan (Susanti, 2017) maupun efek stigma negatif 

pada perkembangan anak (Kusno, 2009). Diversi pertama kali 

dikemukakan sebagai kosakata pada laporan peradilan anak yang 

disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana Australia di Amerika 

Serikat. Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum 

harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. 

Berdasarkan United Nations Standart Minimum Rules for 

Administration of Juvenile Justice, diversi adalah pemberian 

kewenangan pada aparat penegak hukum untuk menangani atau 

menyelesaikan permasalahan pelaku anak tanpa mengambil tindakan 

formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan proses 

peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat atau 

bentuk-bentuk layanan sosial lainnya. Diversi dapat dilakukan di 

semua tingkatan pemeriksaan untuk mengurangi dampak negatif 

pelibatan anak dalam proses peradilan (Setya Wahyudi, 2011). 

Romli Artasasmita memberikan pengertian Diversi yaitu 

kemungkinan hakim menghentikan/tidak meneruskan atau 

mengalihkan perkara pemeriksaan terhadap anak di muka sidang 

(Eleanora et al., 2021). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 

angka (7) disebutkan bahwa Diversi merupakan pengalihan 

penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di 

luar peradilan pidana. 

 

Tujuan Diversi  

Tujuan Diversi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak             

yaitu :  

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 

2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses pengadilan; 
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Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah antara Pelaku Anak 

dengan orang tua atau walinya, korban, pembimbing masyarakat dan 

pekerja sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pramukti & 

Primaharsya, 2015). Jika berhasil dicapai kesepakatan maka Hakim 

membuat Berita Acara Diversi sekaligus kesepakatan Diversi yang 

kemudian disampaikan pada Ketua Pengadilan Negeri untuk 

dibuatkan penetapan. Jika tidak berhasil dicapai kesepakatan maka 

perkara Anak tersebut dilanjutkan ke tahap persidangan sesuai 

dengan prosedur persidangan untuk Anak sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

Pengawasan 

Selanjutnya adalah pengawasan pelaksanaan Diversi, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengawasan atas proses 

Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada 

atasan langsung Pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat 

pemeriksaan. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan atasan langsung antara lain Kepala Kepolisian, 

Kepala Kejaksaan dan Ketua Pengadilan.  

Ayat (2) menjelaskan bahwa selama proses Diversi berlangsung 

sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing 

Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan 

dan pengawasan.  

 

 

 

***************
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Pendahuluan 

Sistem hukum pidana anak di Indonesia dibangun untuk melindungi 

anak yang terlibat dalam kejahatan, sambil memastikan bahwa hak-

hak dasar mereka tetap terjaga. Anak-anak yang menjalani hukuman 

di lembaga pemasyarakatan (LAPAS) kerap mengalami dampak 

negatif seperti trauma, stigma sosial, dan kesulitan dalam berintegrasi 

kembali ke masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Oleh karena 

itu, pemerintah menerapkan pendekatan alternatif melalui program 

diversi dan pidana bersyarat, dimana tujuannya adalah untuk 

memperbaiki perilaku anak tanpa harus menghukum dengan 

kurungan penjara, yang bisa merusak perkembangan mental dan 

kehidupan sosial mereka. 

Pendekatan ini diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan 

pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai landasan proses 

peradilan anak. (Hukum Expert, 2023) (Winarto, A. 2014). 

 

Perlindungan Anak 
Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 

2016 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang. Sesuai muatan 

dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 

memberikan batas umur seorang anak adalah dibawa dari 19 tahun. 

Isi Pasal tersebut menyatakan; “Anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam 

kandungan. umur setiap orang sebagai salah satu dasar ukuran 

menentukan umur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi 

pertanggungjawaban atas tindak pidana telah dilakukan oleh anak. 

Istilah dan pengertian anak mengikuti perkembangan yang bervariasi. 

pada kamus umum Bahasa Indonesia tersebut bahwa istilah anak 

adalah manusia yang masih kecil. Kemudian dijelaskan dalam sumber 

lain bahwa anak Kondisi seseorang normal yang berumur muda dan 

sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga 

sangat mudah dipengaruhi lingkungannya. 
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1. Keterbatasan sumber daya manusia: Banyak lembaga 

pemasyarakatan yang kekurangan pendamping lembaga 

masyarakat. Hal ini mengakibatkan buruknya pengawasan 

terhadap anak yang menjalani hukuman percobaan. 

2. Infrastruktur yang belum memadai: Beberapa daerah di Indonesia 

masih kekurangan fasilitas pendukung seperti Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak  (LPKA) dan fasilitas rehabilitasi yang 

memadai. 

3. Ketidaktahuan di Masyarakat: Banyak aktor, termasuk aparat 

penegak hukum, tidak sepenuhnya memahami pentingnya diversi 

dan keadilan restoratif sebagai pendekatan yang lebih efektif 

terhadap sistem penyelesaian kasus terhadap anak. 

Sebagaimana direkomendasikan, perlu adanya pelatihan intensif 

bagi para penasihat masyarakat, peningkatan jumlah petugas BAPAS, 

serta peningkatan kesadaran masyarakat dan ahli hukum untuk 

meningkatkan pemahaman tentang arah dan navigasi sistem 

pemasyarakatan yang ditangguhkan.  

Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan juga harus 

diperkuat agar anak yang menjalani hukuman percobaan mendapat 

dukungan yang memadai dari lingkungannya Neliti Jurnal Universitas 

Trunojoyo (Kholiq. A, 2013) (Winarto, A. 2014). 

 

Kesimpulan  

Metode pelepasan dan pidana bersyarat merupakan salah satu bentuk 

penghukuman yang bersyarat terhadap pelaku tindak pidana 

anak,sedangkan diversi sebagai inovasi dalam sistem peradilan 

pidana anak di Indonesia yang bertujuan untuk memberikan 

perlakuan yang lebih manusiawi terhadap anak yang berhadapan 

dengan hukum. Kedua pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk 

melindungi hak-hak anak tetapi juga  mempersiapkan mereka  

menjadi individu yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Jika 

dilakukan dengan benar, masa percobaan dan pengalihan dapat 

mengurangi tindak pidana anak dan meningkatkan kemampuan anak 

untuk berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. 
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Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Dalam UUD Tahun 1945, setiap anak memiliki mempunyai peran yang 

sangat penting sebagaimana ditegaskan bahwa negara menjamin hak 

bagi setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan 

perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. 

Selain itu, sebagai wujud keseriusan negara dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang 

(UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak. 

Koesriani Siswosoebroto mendefinisikan hukum perlindungan 

anak sebagai tujuan untuk melindungi setiap anak sebaik mungkin 

yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan anak 

secara fisik, moral, spiritual maupun sosial (Apong Herlina, 2003). 

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak adalah segala aktivitas yang mencakup 

semua tindakan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya 

untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Sementara itu, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendefinisikan 

perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban 

yang wajib dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-

undang. 

Berdasarkan beberapa definisi tentang perlindungan di atas, 

dapat disimpulkan hukum perlindungan anak merupakan 

keseluruhan aturan hukum yang memberikan jaminan untuk 

memenuhi dan melindungi anak dan hak-haknya (fisik, psikis dan 

jiwa) agar dapat bertumbuh dan mengembangkan potensinya 

sehingga kelak dapat berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain. 

 

Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana 
Anak juga dapat menjadi target dari tindakan kekerasan yang bisa 

merusak, membahayakan dan menakutkan bagi masa depannya. 



Perlindungan Hukum Terhadap Anak:  
Pelaku, Saksi dan Korban Tindak Pidana 

 

186 Febrina Annisa 

korban, serta kesediaan anak dan keluarganya. Jika tidak terdapat 

persetujuan antara pelaku dengan korban dan keluarganya, makan 

kesepakatan diversi tidak akan tercapai. Mengenai hal kesepakatan 

dalam diversi ini dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 

tentang SPPA. 

 

2. Anak sebagai Korban dan/atau Saksi Tindak Pidana 

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tentang SPPA 

mendefinisikan anak yang menjadi korban tindak pidana adalah 

anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi 

yang disebabkan oleh tindak pidana.  

Anak yang menjadi saksi tindak pidana menurut Pasal 1 angka 

5 Undang-Undang tentang SPPA adalah anak yang belum berumur 

18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat 

dan/atau dialaminya sendiri. 

 
Gambar 13.1: Jumlah Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia 

Menurut Jenisnya 
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan  Perlindungan 

Anak 
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Berdasarkan data yang diperoleh dari Data Indonesia.id, 

sepanjang tahun 2023 terjadi kasus kekerasan terhadap anak 

20.205 kasus. Bahkan, anak yang menjadi korban kekerasan ini 

dapat mengalami kekerasan lebih dari satu jenis kekerasan. Dari 

gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang paling 

banyak terjadi adanya kekerasan seksual yang jumlah mencapai 

8.838 kasus, diikuti dengan kedua terbanyak adalah kekerasan fisik 

sebanyak 4.025 kejadian dan yang ketiga terbanyak adalah 

kekerasan psikis diangkat 3.800 kejadian. Angka-angka ini 

merupakan gambaran bahwa masih banyak bentuk-bentuk 

kekerasan yang dialami oleh anak-anak Indonesia, bahkan tidak 

jarang mereka seringkali seolah diabaikan karena dianggap bagian 

dari kaum lemah. 

Menurut Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, 

bahwa setiap anak yang menjadi korban atau melakukan 

kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak 

untuk dirahasiakan. Selanjutnya, dalam Pasal 18 menegaskan 

bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana 

berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. 

Anak sebagai korban maupun saksi dalam suatu peristiwa 

pidana memiliki hak-hak yang harus diperhatikan oleh APH yang 

sedang mengusut suatu peristiwa pidana tersebut. Adapun hak-hak 

anak sebagai sebagai korban dan/atau saksi diatur dalam Pasal 89 

dan 90 Undang-Undang tentang SPPA, yaitu: 

a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam 

lembaga maupun di luar lembaga; 

b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial; dan 

c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan perkara. 

 

Selanjutnya, dalam Pasal 91 Undang-Undang tentang SPPA 

ditentukan bahwa anak sebagai korban dan/atau saksi berhak atas: 

a. Berdasarkan pertimbangan atau saran dari Pembimbing 

Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga 

Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk anak pelaku, 

anak korban atau anak saksi ke lembaga perlindungan anak 
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Pendahuluan   
Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kelompok yang 

memerlukan penanganan khusus agar mereka tidak kembali 

terjerumus dalam pelanggaran hukum. Di Indonesia, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi 

landasan penting dalam upaya memberikan perlindungan khusus bagi 

anak-anak yang terlibat masalah hukum. Undang-undang ini 

menggarisbawahi pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi yang 

menyeluruh, termasuk dukungan psikologis, edukatif, dan sosial 

untuk mengembalikan anak-anak ini kepada kondisi optimal. Konsep 

ini bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis, fisik, dan sosial 

anak sehingga mereka bisa kembali berfungsi di masyarakat dengan 

baik. 

Proses rehabilitasi anak bukan sekadar upaya pemulihan, tetapi 

juga investasi jangka panjang untuk membangun generasi muda yang 

lebih baik. Dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial 

menjadi elemen penting dalam mewujudkan keberhasilan rehabilitasi 

dan reintegrasi. Melalui kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, 

diharapkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat 

memanfaatkan kesempatan kedua untuk menjalani kehidupan yang 

produktif dan menjauhkan diri dari perilaku yang menyimpang. 

 

Konsep Dasar Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak 
1. Definisi dan Tujuan Rehabilitasi Anak 

Rehabilitasi anak merupakan proses yang bertujuan untuk 

memulihkan kondisi psikologis, fisik, dan sosial anak yang 

mengalami berbagai masalah, termasuk masalah perilaku dan 

keterlibatan dengan hukum. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, rehabilitasi anak diartikan sebagai upaya untuk 

mengembalikan anak ke keadaan semula, baik dari segi mental 

maupun sosial. Proses ini melibatkan berbagai intervensi yang 

dirancang untuk membantu anak mengatasi trauma, meningkatkan 

keterampilan sosial, serta memfasilitasi pendidikan yang layak 

(Sari, 2020). 

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KPPPA) menunjukkan bahwa sekitar 60% 
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dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan yang 

diperlukan untuk beradaptasi dengan masyarakat. Penelitian oleh 

Wulandari (2022) menunjukkan bahwa anak-anak yang mengikuti 

program pendidikan non-formal memiliki kemampuan yang lebih 

baik dalam berinteraksi sosial dan mengatasi masalah yang mereka 

hadapi. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dalam berbagai 

bentuk sangat penting dalam mendukung proses reintegrasi anak. 

Secara keseluruhan, lembaga sosial dan pendidikan memiliki 

peran yang saling melengkapi dalam mendukung reintegrasi anak 

ke dalam masyarakat. Dengan menyediakan dukungan yang tepat 

dan menciptakan lingkungan yang inklusif, lembaga-lembaga ini 

dapat membantu anak-anak beradaptasi dan berhasil dalam 

reintegrasi mereka. 

 

4. Strategi Menghadapi Tantangan di Lapangan 

Menghadapi tantangan dalam proses reintegrasi anak ke dalam 

masyarakat memerlukan strategi yang efektif dan komprehensif. 

Salah satu tantangan utama adalah penyelesaian konflik sosial yang 

mungkin muncul akibat stigma dan diskriminasi terhadap anak-

anak yang telah mengalami masalah. Untuk mengatasi hal ini, 

diperlukan pendekatan mediasi yang melibatkan semua pihak 

terkait, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga sosial. 

Menurut penelitian oleh Hidayat (2021), program mediasi yang 

melibatkan dialog antara anak dan masyarakat dapat mengurangi 

ketegangan dan meningkatkan pemahaman antara kedua belah 

pihak. 

Diskriminasi yang dialami oleh anak-anak juga merupakan 

tantangan yang signifikan dalam proses reintegrasi. Untuk 

mengatasi hal ini, penting untuk melakukan kampanye kesadaran 

di masyarakat tentang pentingnya penerimaan dan dukungan 

terhadap anak-anak yang reintegrasi. Sebuah studi oleh Kurniawan 

(2022) menunjukkan bahwa kampanye kesadaran yang dilakukan 

oleh lembaga sosial dapat mengurangi tingkat diskriminasi hingga 

30%. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang 

mendukung reintegrasi. 
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Penyesuaian budaya juga menjadi tantangan yang sering 

dihadapi oleh anak-anak yang kembali ke masyarakat. Anak-anak 

yang telah berada dalam lingkungan yang berbeda mungkin 

mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan norma dan nilai 

yang berlaku di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, 

program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai budaya lokal dan 

keterampilan sosial sangat diperlukan. Menurut laporan dari 

Kementerian Sosial (2020), program pendidikan budaya yang 

melibatkan anak-anak dalam kegiatan komunitas dapat membantu 

mereka lebih memahami dan menghargai budaya lokal. 

Selain itu, dukungan psikologis juga sangat penting dalam 

menghadapi tantangan di lapangan. Banyak anak yang mengalami 

trauma akibat pengalaman masa lalu mereka, dan dukungan 

psikologis yang tepat dapat membantu mereka mengatasi masalah 

ini. Penelitian oleh Setiawan (2021) menunjukkan bahwa anak-

anak yang mendapatkan dukungan psikologis memiliki 

kemampuan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan dalam 

reintegrasi. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan profesional 

kesehatan mental dalam proses reintegrasi anak. 

Secara keseluruhan, menghadapi tantangan dalam proses 

reintegrasi anak memerlukan pendekatan yang holistik dan 

kolaboratif. Dengan melibatkan berbagai pihak dan menerapkan 

strategi yang tepat, diharapkan anak-anak dapat berhasil dalam 

reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. 

 

Penutup 

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya soal 

pemulihan dari perilaku menyimpang, tetapi juga mengenai 

memberikan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. 

Rehabilitasi dan reintegrasi yang tepat merupakan bentuk nyata dari 

komitmen kita sebagai masyarakat dalam menjaga hak-hak anak dan 

memberikan dukungan yang mereka butuhkan. Dengan pendekatan 

yang menyeluruh dan melibatkan banyak pihak, proses ini diharapkan 

mampu membentuk anak menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, 

dan berkontribusi positif di lingkungannya. 
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Penting bagi kita untuk terus mendorong kebijakan dan program 

yang mendukung anak dalam situasi sulit ini, serta menciptakan 

lingkungan yang inklusif dan suportif. Harapan utamanya adalah agar 

setiap anak, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dan berkembang menjadi 

generasi penerus bangsa yang lebih baik, membawa perubahan positif 

bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat luas. 
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yang dilakukan anak bukan merupakan tanggung jawabnya. Belum 

ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur 

pertanggungjawaban pidana anak dibebankan kepada orang tua. 

Bilamana anak melakukan tindak pidana, orang tua bertanggung 

jawab untuk memberikan dukungan dalam setiap tahapan 

pemeriksaan termasuk dalam proses diversi. 

Tanggung jawab orang tua hanya lebih kepada aspek 

pencegahan atau preventif agar anak berbuat baik dan tidak 

terjerumus melakukan perbuatan pidana. Namun hal ini belum 

menjadi perhatian utama untuk semua keluarga yang dikaruniai 

anak, sehingga masih terjadi kurang perhatian yang memadai 

untuk membekali anak  dengan akhlak mulia. Selain itu tanggung 

jawab moral tetap melekat kepada orang tua tanpa batas, dalam hal 

ini moral yang baik dipraktikkan orang tua dalam kehidupan 

sehari-hari akan menjadi teladan yang paling baik bagi anak.    

 

Instrumen Perlindungan Anak 

1. Perlindungan Anak menurut Persatuan Bangsa-Bangsa. 

Urgensi perlindungan anak merupakan isu mendunia sehingga 

seluruh penduduk bumi diharapkan memberikan atensi yang 

memadai untuk melindungi anak. Di samping itu dibutuhkan 

penyamaan persepsi agar perlindungan anak di setiap negara 

dapat berjalan sinergis. Secara hukum alam, setiap anak yang 

dilahirkan berhak atas  hak-hak asasi  anak. Kofi A. Annan, (dalam 

UNICEF, 2005;vi) menjelaskan, “Jika kita dapat mewujudkan hal 

tersebut dengan benar bagi anak-anak ... jika kita dapat memenuhi 

komitmen kita dan memungkinkan setiap anak untuk menikmati 

masa kanak-kanak yang tepat, atas kesehatan, pendidikan, 

kesetaraan, dan perlindungan – kita dapat mewujudkan hal 

tersebut dengan benar bagi semua orang di segala usia. Aku yakin 

kita bisa” (Majda El Muhtaj, 2008:223).  

Anak-anak merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang masih 

membutuhkan perlindungan, sehingga dibutuhkan pengaturan 

yang bersifat khusus. Smith menguraikan seluruh instrumen Hak 

Asasi Manusia (HAM) internasional mengindikasikan 

perlindungan anak-anak merupakan hal yang paling utama. 
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Keberlakuan berbagai instrumen internasional dalam 

perlindungan anak belum mampu memberikan hasil sesuai 

harapan, oleh karena terbukti masih sering terjadi kekerasan 

terhadap anak, hal itu saban hari dilakukan tentara Israel terhadap 

anak-anak di wilayah Palestina termasuk dari tindakan agresi dan 

genosida yang dilakukan sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai 

sekarang. 

Kesepakatan berbagai negara yang menggagas lahirnya 

International Convention on the Rights of the Child (CRC) adalah 

wujud upaya merealisasikan visi dan orientasi perlindungan  anak. 

Dalam konsideran konvensi tersebut ditegaskan bahwa pembinaan 

kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk 

mengembangkan haknya, bukan hanya tanggung jawab orang tua, 

keluarga, bangsa, dan negara akan tetapi dibutuhkan kerjasama 

yang bersifat internasional. Sebagai itu dilahirkan berbagai 

instrumen perlindungan anak yang bersifat internasional, seperti 

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the 

Sale of Children, Child Protection  and Child Pornography, Optional 

Protocol of the Convention on the Rights of the Child on the 

Involvement of Children in Armed Conflict, Minimum Age Convention, 

1973 (No.138), dan Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 

(No.182) (Majda El Muhtaj, 2008:225-226).  

a. Anak adalah Seorang Manusia 

Perlindungan anak merupakan upaya maksimal dan totalitas 

untuk mewujudkan generasi yang akan melanjutkan peradaban 

di muka bumi ini. Oleh karena itu Abdul Hakim Garuda 

Nusantara, mantan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

RI, menjelaskan bahwa dalam hal ini bukan semata-mata 

pendekatan yuridis, akan tetapi lebih dari itu membutuhkan 

pendekatan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Terkait hal itu, 

Dellyana menguraikan bahwa perlindungan anak merupakan 

upaya mewujudkan keadaan di mana anak dapat memperoleh 

hak dan melaksanakan kewajibannya.  

Indonesia sebagai negara yang memperhatikan 

perlindungan anak telah meratifikasi CRC dalam peraturan 

perundang-undangan melalui Keputusan Presiden No.36 Tahun 
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Pertanggungjawaban Pidana 

Perbuatan pidana hanya merujuk pada perbuatan yang dilarang dan 

perbuatan itu diancam dengan hukuman atau pidana. Di samping itu 

apakah setiap orang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana? Hal 

ini tergantung pada apakah si pelaku perbuatan melakukan kesalahan, 

oleh karena asas yang dianut dalam pertanggungjawaban hukum 

pidana adalah, “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” dalam bahasa 

Belanda, dikenal Geen straf zonder schuld, bahasa Latin, Actus non facit 

reum nisi mens sit rea, bahasa Jerman, Keine straf ohne schuld. Dalam 

hukum pidana Inggris asas ini dikenal dengan, ‘suatu perbuatan tidak 

menjadikan seseorang bersalah, kecuali jika pikirannya bersalah’.  

Asas tersebut tidak terdapat dalam KUHP seperti asas legalitas 

dan tidak terdapat dalam peraturan lain.  Meskipun asas ini 

merupakan asas yang tidak tersurat dalam undang-undang, namun 

dianut dalam proses penegakan hukum pidana termasuk di Indonesia. 

Asas ini merupakan asas yang hidup dalam hukum tidak tertulis, 

hidup dalam anggapan masyarakat, dan yang tidak kurang mutlak 

diberlakukan daripada asas tertulis dalam peraturan. Buktinya adalah 

jika ada yang dihukum tanpa melakukan suatu kesalahan (schuld), 

misalnya ia melakukan perbuatan yang tidak diketahui, bahkan tak 

mungkin untuk mengetahui bahwa ini merupakan perbuatan pidana, 

pasti hal seperti itu akan melukai rasa keadilan. Berbeda jika terlebih 

dahulu diberitahukan atau diberikan teguran atau peringatan lebih 

dahulu, maka hal itu selayaknya dikenakan hukuman, seperti yang 

sering dilakukan kepolisian satuan lalu lintas terhadap pengguna 

kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas (Moeljatno, 

1983a:5).  

Pertanggungjawaban tanpa adanya suatu kesalahan oleh pelaku, 

disebut leer van het materiele feit (fait materielle). Dahulu 

dilaksanakan terhadap pelanggaran, namun sejak Arrest Susu dari 

Hoge Raad 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga terhadap delik-

delik jenis overtredingen atau pelanggaran dalam Buku III KUHP, 

berlaku asas tanpa kesalahan, tak mungkin pidana (Moeljatno, 

1983a:153). 

Dalam KUHP terdapat beberapa ketentuan yang mengatur 

mengenai tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan suatu 
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tahun.  Pada tahun 1998, hanya sepersepuluh dari 1% untuk semua 

penahanan penjahat adalah pembunuhan yang dilakukan anak-

anak dan hanya 4% dari penahanan penjahat yang disebabkan 

kejahatan kekerasan oleh anak-anak. 

Rehabilitasi yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan anak 

memperoleh banyak kritik, seperti dianggap terlalu longgar 

perlakuan yang diberikan kepada pelanggar anak-anak. Pada dua 

dekade terakhir di abad ke-20, visibilitas meningkat untuk geng-

geng pemuda, kekerasan senjata anak-anak, dan penggambaran 

sensasional dari anak-anak pemangsa seperti penembak di sekolah 

memunculkan peralihan dari upaya rehabilitatif  awal ke arah 

filosofi dari keadilan bagi pelanggar anak-anak. Oleh karena itu 

pada tahun 1990-an hampir semua negara bagian mengadopsi 

undang-undang yang memudahkan anak-anak dialihkan ke 

pengadilan orang dewasa dan penanganan informal dari anak-anak  

di jalanan  dan di pengadilan menjadi semakin kurang umum dalam 

penegakan hukum (Larry E. Sullivan and Marie Simonetti Rosen, 

2010a:599). 

Para penegak hukum negara bagian dan lokal terus 

mempunyai andil dalam mewujudkan  keamanan publik dan 

ketertiban masyarakat yang dilayani. Meskipun kejahatan yang 

dilakukan anak-anak akan terus terjadi dan menjadi bahan 

perdebatan yang  tidak kunjung tuntas dengan berbagai perlakuan 

khusus yang diberikan kepada anak dalam proses maupun 

keringanan hukuman. Terhadap para penegak hukum  maupun 

anggota komunitas selalu menjadi perdebatan. Akan tetapi hal itu 

tetap menjadi pekerjaan rumah bagi aparat penegak hukum negara 

bagian dan lokal untuk menjaga ketertiban umum yang menjadi 

kebutuhan masyarakat. 

 

 

 

*************** 
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